
 

 

 

 

 

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA 

PROVINSI SULAWESI UTARA 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA 
NOMOR 1 TAHUN 2015 

 
TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2014 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, 

 
Menimbang :  a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD 
dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh 

Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan 
setelah tahun anggaran berakhir dan berdasarkan Surat 
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Bolaang Mongondow Utara Nomor 6 tanggal 31 Agustus 
2015 tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Bolaang 

Mongondow Utara terhadap Tindak Lanjut Hasil Evaluasi 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 
Anggaran 2014 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk 
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2014; 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822); 
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 

Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004  Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4355); 
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 

di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686); 
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 
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13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);  

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang 
Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4139); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Pemerintah  Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Indonesia Nomor 4576); 
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20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Repulik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 
26. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 
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29. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5533); 
32. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2010-2014; 

33. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5); 
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 

tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja 

Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi 
Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah; 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 

2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang 

Milik Daerah; 
37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah; 
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi 

Khusus di Daerah sebagaimana diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah; 

39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah; 
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40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 

tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak 
Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan; 

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2010 
tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Berita Negera 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 229); 

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

45. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
180/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum Alokasi 
Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2014; 

46. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk 
Teknis Jaminan Persalinan; 

47. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 138/MENKES/PB/II/2009 dan 

Nomor 12 tahun 2009 tentang Pedoman Tarif  
Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT Askes (Persero) 
dan anggota keluarganya di puskesmas, balai 

kesehatan masyarakat dan rumah sakit; 
48. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan 

Pemerintah wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan 
pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow 
Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow 

Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2); 

49. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang 
Mongondow Utara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 
2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Bolaang Mongondow Utara Nomor 76); 
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50. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bolaang Mongondow Utara Tahun 2014 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang 
Mongondow Utara Nomor 78); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA 
dan 

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014. 
 

Pasal 1 

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa 
Laporan Keuangan memuat: 
a. laporan realisasi anggaran; 

b. neraca 
c. laporan arus kas; dan 
d. catatan atas laporan keuangan. 

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilampiri dengan laporan Keterangan Pertanggung 

Jawaban Kepala Daerah. 
 

Pasal 2 

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2014 sebagai berikut: 
a. Pendapatan  Rp. 418.743.225.293,00 

b. Belanja Rp. 392.391.547.017,50 
Surplus/defisit  Rp.   26.351.678.275,50   

c. Pembiayaan : 

Penerimaan  Rp.   40.973.278.197,54 
Pengeluaran : Rp.                         0,00 

Pembiayaan Netto Rp.   40.973.278.197,54 
 

Pasal 3 

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut: 
a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan 

sejumlah Rp. (13.841.708.700,00) dengan rincian 
sebagai berikut: 
1. anggaran pendapatan  

setelah perubahan  Rp.432.584.933.993,00 
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2. realisasi   Rp.418.743.225.293,00 

Selisih lebih/kurang Rp. (13.841.708.700,00) 
b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah 

Rp.(80.924.027.161,58) dengan rincian sebagai berikut: 

1. anggaran belanja  
setelah perubahan  Rp. 473.315.574.179,08 

2. realisasi Rp. 392.391.547.017,50 
selisih lebih/kurang Rp. (80.924.027.161,58) 

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit 

sejumlah Rp. 67.082.318.461,58 dengan rincian 
sebagai berikut: 
1. Surplus/defisit setelah perubahan  Rp. (40.730.640.186,08) 

2. Realisasi Rp.   26.351.678.275,50 
Selisih lebih/kurang Rp.   67.082.318.461,58 

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan 
pembiayaan sejumlah Rp. 242.638.011,46 dengan 
rincian sebagai berikut: 

1. Anggaran penerimaan pembiayaan  
setelah perubahan  Rp. 40.730.640.186,08 

2. Realisasi Rp. 40.973.278.197,54   

Selisih lebih/kurang Rp.      242.638.011,46 
e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran 

pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai 
berikut: 
1. Anggaran pengeluaran pembiayaan  

setelah perubahan  Rp.                         0,00 
2. Realisasi Rp.                         0,00 

Selisih lebih/kurang Rp.                         0,00 
f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto 

sejumlah  Rp. 242.638.011,46  dengan rincian 

sebagai berikut: 
1. Anggaran pembiayaan neto  

setelah Perubahan  Rp.  40.730.640.186,08 

2. Realisasi  Rp.  40.973.278.197,54   
Selisih lebih/kurang Rp.       242.638.011,46 

 
Pasal 4 

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 
31 Desember Tahun 2014 sebagai berikut: 

a. Jumlah aset Rp. 925.841.664.257,48 
b. Jumlah kewajiban Rp.     1.496.394.264,46 

c. Jumlah ekuitas dana Rp. 924.345.269.993,02 
 

Pasal 5 

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 
Desember tahun 2014 sebagai berikut: 

a. sa ldo  kas   awa l  pe r  1  Januar i  tahun  201 4  
Rp. 40.902.781.967,00 

b. arus kas dari aktivitas operasi  Rp. 124.874.716.822,50 
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c. arus kas dari aktivitas investasi 

aset non keuangan  Rp. (98.523.038.547,00) 
d. arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp.                         0,00 
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran Rp.       600.945.482,50 

f. Saldo kas akhir  
per 31 Desember tahun 2014 Rp.   68.779.024.733,00 

 
Pasal 6 

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2014 membuat 

informasi baik secara kumulatif maupun kualitatif atas 
pos-pos laporan keuangan. 

 

Pasal 7 

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 yang terdiri dari: 
 

a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran; 
Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi 

anggaran menurut urusan   

pemerintahan daerah dan 
organisasi; 

Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran 
menurut urusan pemerintahan 
daerah, organisasi, pendapatan, 

belanja dan pembiayaan; 
Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran 

belanja daerah menurut urusan 

pemerintahan daerah, organisasi, 
program dan kegiatan; 

Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran 
belanja daerah untuk keselarasan 
dan keterpaduan urusan 

pemerintahan daerah dan fungsi 
dalam kerangka pengelolaan 

keuangan negara; 
Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah; 
Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi)         

daerah; 
Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan  

pengurangan aset tetap daerah; 

Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan 
pengurangan aset lainnya;  

Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang 
belum diselesaikan sampai akhir 
tahun dan dianggarkan kembali 

dalam tahun anggaran berikutnya; 
Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah; dan 
Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan 

obligasi daerah. 
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b. Lampiran II : Neraca; 

c. Lampiran III : Laporan arus kas; dan 
d. Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan, 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Daerah ini. 
 

Pasal 8 

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari: 
a. laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V 

Peraturan Daerah ini; dan 
b. iktisar laporan keuangan Badan Usaha Milik 

Daerah/perusahaan daerah tercantum dalam 

Lampiran VI Peraturan Daerah ini, 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Daerah ini. 
 

Pasal 9 

Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 

2014 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 
                   

Pasal 10 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Bolaang Mongondow Utara.  

 
Ditetapkan di Boroko 
Pada tanggal 31 Agustus 2015 

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, 

ttd 

DEPRI PONTOH 

 
Diundangkan di Boroko 
Pada tanggal 31 Agustus 2015 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA, 

ttd 

REKY POSUMAH 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA   

TAHUN 2015  NOMOR 1 

 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA, 

PROVINSI SULAWESI UTARA, NOMOR 1 TAHUN 2015 
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PENJELASAN 

ATAS 
 

 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA 

NOMOR 1 TAHUN 2015 
 

T E N T A N G 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2014 

 

I. PENJELASAN UMUM 

 

Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2014 merupakan 

implementasi Rencana Strategis Daerah Kabupaten Bolaang 

Mongondow Utara, yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pedoman 

teknis lainnya guna mewujudkan Otonomi Daerah Kabupaten Bolaang 

Mongondow Utara yang luas, nyata dan bertanggung jawab 

sebagaimana amanat Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5)  Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa  

Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus 

sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas 

Pembantuan  dan diberikan  otonomi yang seluas-luasnya.  

 

APBD merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya  

disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan 

pendapatan maupun belanja daerah, sehingga APBD harus disusun 

dan dilaksanakan dengan baik dan benar, maka landasan administratif 

dalam pengelolaan anggaran daerah yang mengatur antara lain 

prosedur dan teknis pengganggaran yang harus diikuti secara tertib 

dan taat azas. Oleh karena itu dalam proses penyusunan APBD hingga 

pertanggungjawabannya pemerintah daerah harus mengikuti prosedur 

administratif yang ditetapkan.   

 

Untuk itu perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2014. 
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II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Cukup jelas 
 

Pasal 2 
Cukup jelas 

 

Pasal 3 
Cukup jelas 

 

Pasal 4 
Cukup jelas 

 
Pasal 5 

Cukup jelas 

 
Pasal 6 

Cukup jelas 

 
Pasal 7 

Cukup jelas 
 
Pasal 8 

Cukup jelas 
  

Pasal 9 
Cukup jelas 

 

Pasal 10 
Cukup jelas 

 

 
 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR 82 

 


